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ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR
DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh
ST DINI MILLINITRI

Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung
Nomor 045.2/1308/07/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar
Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19. Pemberlakuan peraturan ini dikarenakan
setiap libur panjang selalu berakhir pada lonjakan kasus COVID-19. Permasalahan
penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung? (2) Apa sajakah yang
menjadi faktor pendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar
Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris.
Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data yaitu
seleksi, klasifikasi dan penyusunan. Data dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah
dan/atau mudik bagi Pegawai ASN bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan
COVID-19. Pegawai ASN diharapkan agar menjadi contoh bagi keluarga serta
masyarakat sekitar. Pegawai ASN yang melanggar, akan diberikan hukuman
disiplin. (2) Faktor-faktor pendukung pelaksanaan aturan ini adalah sosialisasi dan
edukasi tentang COVID-19 kepada Pegawai ASN serta sanksi yang tegas sehingga
Pegawai ASN tidak berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Hal tersebut
diharapkan agar tidak adanya peningkatan angka kasus COVID-19 di Provinsi
Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah hendaknya memberlakukan
aturan sejenis pada hari libur nasional lainnya guna mencegah terjadinya lonjakkan
kasus COVID-19 (2) Pemerintah hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi
langsung pentingnya upaya penekkanan laju pertumbuhan COVID-19 agar ASN
dapat menjadi pelopor, penggagas dan penggerak bagi masyarakat umum dimana
pun dia berada.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembatasan, Aparatur Sipil Negara, COVID-19



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RESTRICTIONS FOR TRAVELING OUT OF

THE REGION AND/OR HOMECOMING ACTIVITIES AND/OR PAID

LEAVE FOR STATE CIVIL APPARATUS IN EFFORT TO PREVENT
THE SPREAD OF COVID-19 IN LAMPUNG PROVINCE

By
ST DINI MILLINITRI

Lampung Provincial Government issued a Circular of the Governor of Lampung
Number 045.2/1308/07/2021 concerning Restrictions on Activities for Traveling
Outside the Region and/or Homecoming Activities and/or Paid Leave for State
Civil Apparatus in Efforts to Prevent the Spread of COVID-19. This regulation
applies because every long holiday always ends in a spike in COVID-19 cases. The
problems of this research are: (1) How is the implementation of restrictions on
activities for traveling outside the region and/or homecoming and/or leave for State
Civil Apparatus in an effort to prevent the spread of COVID-19 in Lampung
Province? (2) What is the supporting factors for the implementation of restrictions
on activities for traveling outside the region and/or homecoming and/or leave for
State Civil Apparatus in an effort to prevent the spread of COVID-19 in Lampung
Province?

This study uses a normative and empirical juridical approach. Collecting data by
field studies and literature studies. Data processing is selection, classification and
compilation. The data were analyzed in a qualitative juridical manner.

The results of this study indicate: (1) Restrictions on traveling outside the region
and/or going home for Civil Servant employees aim to suppress the growth rate of
COVID-19., State Civil Apparatus employees are expected to be an example for
their families and the surrounding community. (2) The supporting factors for
implementing this rule are socialization about COVID-19 to State Civil Apparatus
and the strict sanctions.

The suggestions in this study are: (1) The government should impose similar rules
on other national holidays to prevent a spike in COVID-19 cases (2) The
government should conduct socialization about COVID-19 so they can be a
pioneer, initiator and mover for the general public wherever he is.

Keywords: Implementation, Restrictions, State Civil Apparatus, COVID-19
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BAB1
PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat ASN merupakan salah satu aparat
negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya
masing-masing. ASN yang baik, jujur, serta disiplin merupakan pegawai
pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem

pemerintahan yang berjalan baik dan teratur.!

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, dalam
meningkatkan kualitas aparatur sipil negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan
keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja
dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur sipil negara
hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional
terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara.? ASN sebagai unsur
pertama sumber daya manusia mempunyai peranan terhadap keberhasilan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. ASN adalah tumpuhan dalam

! Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2 Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, PT. Pertja, 1987, him. 23



pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.’

Mudik merupakan fenomena sosial yang terjadi setiap tahun di negara Indonesia.
Mudik pada dasarnya dimaknai sebagai pulang ke kampung halaman, khususnya
pada hari-hari besar seperti Hari Raya Lebaran. Fenomena mudik menjadi tradisi
masyarakat Indonesia sejak awal tahun 1970-an.* Masyarakat yang merantau dari
perdesaan ke perkotaan biasanya melakukan aktivitas mudik pada saat cuti yang

panjang bermakna kultural seperti Lebaran, Natal, ataupun Tahun Baru.

Kegiatan mudik identik dengan wujud kemenangan yang harus diperingati.
Kegiatan ini dijalankan karena adanya keluarga di daerah asal atau kampung
halaman yang lokasinya terkadang sangat jauh dari tempat orang memulai
kehidupan barunya. Teori migrasi menjelaskan bahwa perpindahan spontan dan
temporer ini dapat dikategorikan sebagai "migrasi sementara" karena setiap migran
hanya bermaksud untuk melakukan perjalanan atau pindah dari suatu tempat ke
tempat lain di waktu yang relatif singkat tanpa niatan untuk menetap (Mantra,
1986).° Pada tahun-tahun sebelum virus corona ditemukan, mudik tidak
menimbulkan suatu masalah besar. Namun, sejak pandemi COVID-19 kegiatan ini

dianggap berpotensi untuk meningkatkan penyebaran virus.

Virus Corona pertama kali muncul di kota Wuhan, China. Virus ini menyebar

dengan sangat cepat dan mematikan. Mulanya, pada Desember 2019 COVID-19

3 Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Prehalindo, Jakarta, 1970, him. 329.

4 Danang Ari Santoso, Massage for Eid Travelers in 2019, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,
2020, Vol. 1, No. 1, hlm. 23

5 Bambang B. Soebyakto, Mudik Lebaran, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2011, Vol. 9, No. 2,
him. 62



menjadi misteri yang mengerikan saat terjadi di Wuhan, China. Penelitian demi
penelitian terus dilakukan untuk mencari tahu apa sebabnya masyarakat di Kota
Wuhan mengalami hal tersebut. Hasil penelitian mengungkap bawa masyarakat
telah terinfeksi virus Corona atau SARSCoV-2. Penyebaran virus corona melalui
percikan air liur atau yang biasa dikenal dengan droplet yang kemudian
menginfeksi manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Dampak wabah COVID-19
bisa dilihat hampir di semua sektor kehidupan masyarakat. Kegiatan sosial dilarang
dan dihentikan sementara, ekonomi melemah, pelayanan transportasi berkurang
dan diatur secara ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan kosong pengunjung

dan ditutup.

Fenomena COVID-19 membawa petaka bagi masyarakat. Terlebih sejak
diberlakukannya physical distancing, masyarakat diminta agar menjauhi kontak
fisik antara satu dengan yang lain, selalu berdiam di rumah, dan menghindari
kerumunan. Semua kegiatan beralih fungsi dari yang asalnya serba tatap muka,
menjadi daring. Kegiatan ibadah di tempat beribadah ditiadakan, sekolah diliburkan
dan dilaksanakan melalui media online, pegawai kantor yang bekerja dari rumabh,
bahkan pengaruh terburuknya adalah banyak masyarakat yang kehilangannya
sumber penghasilan karena banyaknya pegawai yang di-PHK, atau pedagang yang

kehilangan pembeli sebab masyarakat harus berdiam diri di rumah.®

COVID-19 memiliki laju pertumbuhan yang amat pesat, sehingga diperlukan
langkah-langkah penanganan untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak

semakin menelan banyak korban. Data yang dilansir oleh JHU CSSE COVID-19

® Heylen Amilda, Pengaruh COVID-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang dan
Konsep Strategis dalam Penanganannya, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 2020, hlm. 59



Data bahwa per tanggal 27 Juni 2021 tercatat di Indonesia ada 2,07 juta kasus positif
dan juga dilaporkan 1,84 juta orang sembuh serta 56.371 orang lainnya dinyatakan

meninggal dunia.

Presiden mendirikan gugus tugas khusus percepatan penanganan COVID-19 yang
difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemi COVID-19. Dikala negara
lain menerapkan karantina wilayah atau lockdown, pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Kesehatan (kemenkes) menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes no. 9 tahun 2020 mengenai Panduan
PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan sebelumnya
menerapkan social distancing serta physical distancing bagi masyarakat.’
Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan suatu langkah yang cukup strategis
untuk diambil oleh pemerintah dengan bertujuan menekan laju dari penularan
COVID-19 di Indonesia ini. Sudah jelas bahwasanya dalam menentukan arah
kebijakan selama pandemi COVID-19 prioritas pemerintah harus mengacu kepada
bidang kesehatan bukan kepada bidang misalnya ekonomi. Hal ini penting dalam
menjamin kesehatan warga negara karena ekonomi masih bisa di bangkitkan lagi
ketika masa pandemi COVID-19 selesai, akan tetapi warga negara yang menjadi
korban jiwa sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Sebenarnya dalam slogan hukum
sudah jelas ditegaskan bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi atau Salus

Populi Suprema Lex Esto. Hukum sebagai pengendali sosial merupakan wujud

" Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam
Penanggulangan Pandemi COVID-19. Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol.4, No.1
, hlm. 115



implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang

dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum.

Perubahan hukum harus dapat mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul
yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.® Pembentukan
hukum sebagai pengendali sosial diperlukan untuk mencegah wabah COVID- 19.
Menko PMK Muhadjirin Efendy telah mengeluarkan surat kepada para Menteri dan
Kepala Lembaga pada tanggal 31 Maret 2021, yang berisi keputusan untuk
meniadakan kegiatan mudik Lebaran 2021. Larangan mudik tersebut berlaku pada
6-17 Mei 2021. Larangan mudik berlaku baik untuk aparatur sipil negara (ASN),
TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh
masyarakat. Tepat pada bulan April 2021, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul fitri 1442

H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.°

Pemerintah Provinsi Lampung melarang Pegawai ASN dan keluarganya melakukan
kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama bulan Ramadhan sampai
dengan libur Idul Fitri 1442H. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur

Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke

8 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2018 ) hlm 14.

° Humas Sekretariat Kabinet RI, “Tindaklanjuti Edaran Satgas, Menhub Terbitkan Aturan
Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul fitri”, diakses dari https://setkab.go.id/tindaklanjuti-
edaran-satgas-menhub-terbitkan-aturan-pengendalian-transportasi-selama-masa-idulfitri/, pada
tanggal 13 April 2021 pukul 11.15




Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease.

Pembatasan kegiatan bepergian keluar kota ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, setiap
libur panjang selalu berakhir pada lonjakan kasus COVID-19. Sementara, saat ini
tingkat hunian rumah sakit Indonesia sudah tinggi. Pemerintah mencoba belajar dari
pengalaman dan berusaha menerapkan kebijakan dengan prinsip utama
keselataman dan kesehatan masyarakat. Keselamatan dan kemakmuran rakyat
merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam Alinea ke-4
pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Intinya,
Negara harus menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia dari wabah

penyebaran Virus Corona, yang masih aktiv menyebar di tanah air Indonesia.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam kehidupan
bermasyarakat. Di tengah perubahan sistem kerja dari rumah (work from home)
ASN harus tetap menjaga produktivitas kerja dan tetap memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat. ASN juga harus bisa menjadi ujung tombak dalam

penanggulangan COVID-19.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik menulis sebuah
tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ Pelaksanaan Pembatasan
Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi
Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di

Provinsi Lampung “.



1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik merumuskan 2 (dua)

rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

. Bagaimanakah pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah

Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung?

Apa saja Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian
Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka Tujuan Penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian
Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung

Untuk mengetahui Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil
Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi

Lampung

1.7 Kegunaan Penelitian

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian Skripsi

ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:



Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan
kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu
pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya yang

terkait dengan Hukum Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

a.

Secara Praktis , dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan
manfaat terkait pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar
Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi
Lampung

Secara praktis, diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi
akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum agar memahami
secara khusus pengetahuan tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi
Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-

19 Di Provinsi Lampung



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan,
keputusan dan sebagainya.! Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa
diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang
diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan
bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak
lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan
keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di akses dari https://kbbi.web.id/laksana tanggal 3 Februari
2022 pukul 10.50




ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa
yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu

dimulainya.

b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses
dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai

suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan
keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian
rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan

organisasi dengan efisien dan ekonomis.

d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian
Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi

berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2.1.1 Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Secara Umum

Pembatasan Kegiatan adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menekan
angka Positif Covid 19. Melihat angka positif Covid 19 mulai meningkat maka
kebijakan ini harus dilaksanakan secepatnya. Pembatasan kegiatan yang dilakukan
mulai dari kegiatan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, pembatasan kegiatan
agama, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan pembatasan mobilisasi
masyarakat. Namun jika ada hal yang mendesak, maka setiap masyarakat harus
tetap menaati protokol kesehatan. Kegiatan Pembatasan Kegiatan ini

dikoordinasikan kepada instansi TNI/ Polri dengan tujuan untuk menciptakan
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keamanan selama pelaksanaan. Pembatasan Kegiatan ini dilakukan dengan
beberapa kegiatan pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan pengawasan, seperti

pemakaian wajib masker saat ke luar rumah bagi warga.

Selain itu, rumah makan, cafe, pedagang kaki lima, dan mall diperbolehkan buka
hanya sampai jam 9 malam. Setelah jam 9 malam, akan dilakukan patroli oleh
petugas. Bagi para pelaku usaha yang masih beroperasi, maka akan dikenakan

sanksi larangan berjualan.!!

Pembatasan kerumunan juga sangat diawasi saat aturan ini berlaku. Kerumunan
masyarakat dianggap dapat menjadi sumber penularan Covid 19 karena
berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak. Pembatasan terhadap
kerumunan ini dilakukan melalui pembatasan jumlah (kuantitas) masyarakat pada
satu tempat. Jumlah (kuantitas) yang dimaksud adalah jumlah masyarakat yang

menuju tempat yang biasanya menimbulkan kerumunan akan dibatasi.

Sanksi yang akan dikenakan terhadap masyarakat yang melanggar yaitu sanksi
administratif, apabila masyarakat tidak memiliki kepatuhan dan kedisiplinan untuk
tetap di rumah dalam rangka mengurangi sebaran virus corona. Sanksi ini dibuat

bukan untuk menakuti warga namun untuk keamanan dan kebaikan bersama.!?

2.2 Aparatur Sipil Negara

1 Ni Nyoman Pujaningsih, Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam
Penanggulangan Wabah COVID-19, Jurnal Moderat, 2020.

12 [bid.
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2.2.1 Definisi ASN dan PNS

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.'?

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa Aparatur Sipil
Negara (ASN) adalah suatu profesi atau pekerjaan bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seorang warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai
pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk
pegawai secara nasional. Pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai
Pegawai ASN. Penjelasan pengertian-pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil yang
telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan ada empat unsur yang harus
dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pegawai negeri. Unsur-unsur tersebut adalah:
1) Memenubhi syarat yang ditentukan;

2) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;

3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya;

13 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1
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4) Digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.2.2 Hak Dan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

a) Hak Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada dasarnya Hak adalah suatu bentuk kebutuhan yang selalu melekat pada setiap
manusia. Hak yang melekat pada setiap manusia akan menjadi suatu pemicu kerja
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menaikan tarap hidup yang lebih
sejeahtera. Adapun hak-hak pegawai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Pasal 21 bahwa PNS berhak atas:

1) Gaji, tunjangan, dan fasilitas

2) Cuti

3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua

4) Pengembangan kompetensi

Hak-hak pegawai ASN seperti yang telah dipaparkan di atas dapat dijelaskan lebih
lanjut yaitu dalam hak gaji maksudnya pemberian gaji disebabkan pula dasarnya
setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari
gajinya, sehingga demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk
melaksaakan tugas yang ditugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut. Gaji
merupakan balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Hak cuti seperti
yang telah dipaparkan di atas merupakan hak Pegawai Negeri Sipil maksudnya
bahwa cuti diberikan sebagai hak bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta kepentingan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam hal ini setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti yaitu tidak termasuk

kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan pensiun dan jaminan

13



hari tua adalah hak yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan berhak atas pensiun, yang dimaksud pensiun
adalah jaminan dihari tua yang diberikan sebagai balas terhadap pegawai yang telah

bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

b) Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Adapun kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang- Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23 yaitu' :

1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang
sah;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
Berwenang;

4. Menaati ketentuan Perundang-Undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI

2.2.3 Disiplin PNS

14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
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Untuk mewujudkan Pegawai yang Handal, Profesional dan bermoral, mutlak
diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman
dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk
lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.!> Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah suatu
landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk
mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri tersebut harus dapat
diimplementasikan dengan baik supaya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur
pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas

yang telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin.

Disiplin pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Pasal 1 Nomor 1 yaitu “Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila

tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik beberapa unsur dalam pengertian disiplin yaitu
adanya kewajiban, larangan dan hukuman disiplin atau sanksi. Ketiga hal tersebut
sebagai indikator dari peraturan disiplin, Kewajiban adalah suatu yang harus
dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan maka telah terjadi pelanggaran disiplin,

sedangkan larangan adalah suatu yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan,

15 Moh. Mahfud. Hukum Kepegawaian Indonesia, Y ogyakarta, Liberty, 1988, him.12
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apabila larangan dilanggar maka terjadi pelanggaran, atau kewajiban tidak
dilaksanakan, juga dikatakan terjadi pelanggaran disiplin. Indikator lain adalah
sanksi atau hukuman disiplin, yaitu muncul akibat terjadinya pelanggaran disiplin

dimana kewajiban tidak dilaksanakan dan larangan dilanggar.'®

Substansi disiplin adalah terwujudnya ketertiban, keteraturan dan kepatuhan,
sehingga sebagian pakar menyatakan disiplin tidak lain adalah keteraturan,
ketaatan, kepatuhan, serta adanya sanksi, sebagaimana diungkapkan oleh Subraka
Sugarda bahwa “disiplin adalah suatu keadaan yang menunjukan suasana tertib dan
teratur yang dihasilkan oleh orang- orang yang berada di bawah naungan sebuah
organisasi karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dihormati”.
sedangkan Soegeng Prijodarminto mengatakan disiplin yaitu :”Suatu kondisi yang
tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yg menunjukan

nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban”.!”

Kemudian mengenai kewajiban PNS dalam PP No. 53 tahun 2010 telah ditetapkan

dalam Bab II pasal 3 bahwa ada 17 kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan

oleh PNS yaitu :'8

a. Mengucapkan sumpah/janji PNS

b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan,

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Pemerintah

16 Arsyad, Harun, Bambang Hari Samasto. Modul Diklat Analis Kepegawaian Disiplin PNS, Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 2014, hlm. 3

17 1bid, hlm.4

18 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, BAB II
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d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS

g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan

h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan

1. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara

J. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengatahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di
bidang keamanan, keuangan dan materiil

k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja Mencapai sasaran kerja pegawai
yang ditetapkan

l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-
baiknya,

m. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

n. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

0. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dan

p.- Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan bagi PNS terdapat dalam Bab II pasal 4 sebanyak 15 larangan, yaitu :*°

a. Menyalahgunakan wewenang

19 Ibid
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b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang lain

c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau
lembaga atau organisasi internasional

d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing

e. Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan
barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga
milik negara secara tidak sah

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang
lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan Negara

g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara
langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam
jabatan

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

1. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya

J. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
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1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
dengan cara Ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, Sebagai peserta kampanye
dengan mengerahkan PNS lain dan/atau, Sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas Negara )

m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil presiden ( dengan cara
Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikaan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau, Mengadakan
kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesuadah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau
calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat
dukungan disertaai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan)

0. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
(dengan cara Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatan dalam kegiatan kampanye, Membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye, dan/atau. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi pesarta pemilu sebelum,
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selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

anggota keluarga, dan masyarakat).

Dengan demikian pelanggaran disiplin adalah ketidaktaatan terhadap kewajiban
dan pelanggaran terhadap larangan, sehingga timbul lah sanksi. Tingkat dan jenis

hukuman disiplin adalah sebaai berikut.?

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
c. Pembebasan dari jabatan
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS, dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

2.3 Pemerintah Daerah

20 Ibid

20



2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah
organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.?! Tujuan Negara Republik
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia.?2

Upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara tersebut perlu adanya dukungan
dari program pembangunan yang akan menjadi tugas dari negara yang terbagi-bagi
dalam kewenangan atau tugas dari instansi-instansi pemerintah baik departemen
maupun lembaga non departemen. Semua program dan kewenangan
menjalankannya dalam negara hukum harus didukung oleh suatu peraturan
perundang-undangan yang pada hirarkhi yang mendasar harus dituangkan dalam

undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh
Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”. Selanjutnya,
dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 diatur bahwa “ Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik

21 Nata Saputra. 1998. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Rajawali. him.4.
22 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Pemerintah Daerah
adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai
Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah
daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
Pemerintah dalam ketentuan ini, bermakna sebagai kegiatan penyelenggaraan

pemerintah dan lingkungan jabatan yaitu pemerintah dan DPRD.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam membentuk suatu peraturan
perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut diantaranya meliputi : kejelasan
tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan;
kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Oleh karena peraturan daerah termasuk salah
satu jenis peraturan perundang-undangan, maka asas pembentukannnya pun
bedasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana

tersebut di atas.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 Dimana

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

23 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang merupakan sub-
sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Ciri — ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain:?*

(1) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada

negara;
(2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
(3) Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan;
(4) Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-

kepentingan tersebut;

(5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.
Pada hakikatnya, Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu
oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal
dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara
kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai

dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

a) Asas Desentralisasi

24 Prabawa Utama, Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Indonesia-Hill-Co. 1991. Hal. 11
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Hendry Meddick menjelaskan desentalisasi adalah penyerahan kekuasaan secara
hukum untuk menangani bidang-bidang/ fungsi-fungsi tertentu kepada daerah
otonom.” Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 ayat
(8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Tujuan
desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah adalah untuk
mewujudkan politik yang berkualitas. Melalui pelaksanaan desentralisasi
diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartsipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal. Berdasarkan uraian
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dengan  kekuasaan-kekuasaan tertentu yang dilakukan berdasarkan
pertimbangan, inisiatif, hak dan kemandirian daerah itu sendiri.
b) Asas Dekonsentrasi

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu,
dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penenggung jawab
urusan pemerintahan umum.

c) Asas Tugas Pembantuan

25 Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Grasindo, Jakarta.
HIm 9
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Tugas pembantuan merupakan tugas ikut melaksanakan urusan- urusan
pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang berhak mengurus dan mengatur
rumah tangga di tingkat atasnya. Tugas pembantuan dalam pemerintah lokal
yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan mengurus terbatas kepada
penyelenggaraan saja. Pemerintah pusat yang tingkatnya lebih atas untuk
meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah agar
menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga daerah yang tingkatnya lebih

atas.2¢

2.3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10
Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan
pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, menjalankan otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembagian.

2.4 Mudik dan Cuti

2.4.1 Tinjauan Umum Mengenai Mudik

Mudik dapat diartikan sebagai “pulang kampung” walau secara harafiah sebenar-
nya berasal dari kata “udik = desa”, sehingga arti mudik dapat diterjemahkan

sebagai “pulang kampung” yang selalu dilakukan masyarakat Indonesia menjelang

26 Ibid, hlm.16
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perayaan Idul Fitri tiba.?” Fenomena mudik telah menjadi tradisi bagi bangsa
Indonesia.?® Arus mudik diperkirakan akan semakin meningkat sesuai dengan
perkembangan penduduk dan migrasi dari desa ke kota. Tak ada tradisi mudik tanpa
didahului fenomena migrasi dari desa ke kota. Mudik ke kampung halaman adalah
upaya pembebasan diri dari penatnya aktivitas masyarakat kota yang
individualistik. Di dalam kata mudik dan “udik” juga terkandung kesamaan arti
bahwa perilaku asali manusia mesti mencerminkan keaslian diri seperti
kolektivisme, kejujuran, dan peduli terhadap sesama sebagai ciri khas warga di

tempat asal kita.?’

Pelaksanaan migrasi spontan dan temporer ini tidak ada beban berat dalam hitungan
besaran ekonomi atau biaya yang dikeluarkan, karena yang menjadi tujuan adalah
kebahagiaan dan kegembiraan untuk dapat berkumpul dengan handai taulan dan
keluarga di tempat asal. Kegembiraan dan kebahagian yang akan dinikmati bersama
keluarga yang berada jauh dari kediaman migran menghapus semua beban sosial
maupun ekonomi yang ditanggung pemudik. Mereka tak menghiraukan banyaknya
biaya yang dikeluar kan dalam melakukan “ritual tahunan” tersebut yang
dikeluarkan agar keinginan untuk berkumpul dapat tercapai dengan baik. Biaya
tersebut didapat tidak hanya dari pendapatan dan tabungan yang dikumpulkan

selama setahun tetapi juga dengan cara berhutang pada bank atau pegadaian atau

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di akses dari https://kbbi.web.id/mudik , pada tanggal 14 April
2021 pukul 12.50

28 Agus Maladi Irianto, Mudik dan Keretakan Budaya. Di akses dari
https://media.neliti.com/media/publications/5034-ID-mudik-dan-keretakan-budaya.pdf, pada
tanggal 14 April 2021 pukul 13.00

29 Ibid.
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bahkan menjual segala sesuatu yang berharga milik pribadi asalkan keinginan untuk

mudik lebaran dapat dilakukan. 3°

Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.®! Pada tahun
2020 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriah dalam
rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19).
Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan sementara penggunaan

transportasi.

Dalam pasal 1 ayat (2) Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 menjelaskan bahwa,
larangan sementara penggunaan sarana transportasi yang dimaksud sebagaimana

berlaku untuk:

Transportasi darat;
Transportasi perkeretaapian;

Transportasi laut; dan

P bdb =

Transportasi udara.

Pasal 3 menjelaskan tentang Sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas:

1.  Kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang;

2. Kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil

bus, dan sepeda motor;

30 Bambang B. Soebyakto, op.cit. hlm. 62
31 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di akses dari https://kbbi.web.id/larang , pada tanggal 15 April
2021 pukul 17.05
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3. Kapal angkutan penyeberangan; dan

4.  Kapal angkutan sungai dan danau.

Pasal 7 menjelaskan pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan
sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dilaksanakan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dibantu oleh Tentara Nasional
Indonesia, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan
dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan,
untuk kapal angkutan penyeberangan dan kapal angkutan sungai dan danau.
Pengawasan berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan (check point). Titik

pengecekan (check point) sebagaimana dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut:

1. Akses utama keluar dan/atau masuk pada jalan tol dan jalan non tol;
2. Terminal angkutan penumpang;
3. Pelabuhan penyeberangan; dan

4. Pelabuhan sungai dan danau.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi,
gubernur, bupati/walikota, gugus tugas corona virus disease 2019 (COVID-19)
pusat dan daerah, unit pelaksana teknis kementerian perhubungan, dan operator
transportasi melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

menteri ini.

2.4.2 Tinjauan Umum Mengenai Cuti

Cuti adalah suatu hak bagi karyawan, dapat diartikan sebagai ketidakhadiran

sementara atau tertentu beserta keterangan dari pihak yang bersangkutan.
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Dijelaskan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
bahwa sebuah perusahaan wajib memberikannya bagi karyawan tanpa pengurangan
atau pemotongan gaji. Pemahaman mengenai hak karyawan mengenai cuti adalah

sebagai berikut:*

1. Cuti Tahunan

Dalam bekerja selama satu tahun, karyawan berhak mendapatkan libur paling
sedikit 12 hari. Merujuk pada Pasal 79 ayat 2 dalam UU No.13 Ttahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terdapat beberapa ketentuan yang dapat dibuat oleh perusahaan

perihal hak karyawan yang bersangkutan.

2. Cuti Sakit

Karyawan berhak mendapatkan cuti sakit dan memiliki surat keterangan sakit dari
dokter. Dan bagi karyawan berjenis kelamin perempuan, mendapatkannya saat masa
menstruasi datang pada hari pertama dan kedua. Hal ini dapat merujuk dalam Pasal
81 dan 93 ayat 2, walaupun ada beberapa perusahaan yang tidak mencantumkan hal

ini.

3. Cuti Bersalin

Karyawan perempuan yang telah hamil berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan
sebelum kelahiran dan 1,5 bulan setelah kelahiran, hal ini dapat dilihat dalam Pasal

82. Mengenai perolehan gaji akan tetap tanpa pemotongan atau pengurangan.

4. Cuti Bersama Oleh Negara

32 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi Nomor
SE.302/MEN/SJ-HK/X11/2010 Tahun 2010 dengan pembahasan Pelaksanaan Cuti
Bersama di Sektor Swasta. Pelaksanaan bersama ini diperuntukan bagi karyawan
khusus perusahaan swasta tanpa pengurangan atau pemotongan tahunan. Umumnya

hal ini diberikan pada saat hari besar keagamaan.

5. Alasan Penting

Jangka waktu cuti berdasarkan alasan penting dapat dilihat dalam Pasal 93 ayat 2
dan 4. Umumnya alasan penting ini berkaitan dengan keperluan mendesak seperti:

menikah, ada sanak saudara yang meninggal, menikahkan anak dll.

2.5 Pandemi COVID-19

2.5.1 Tinjauan Umum Mengenai COVID-19

Pandemi virus corona 2019 (corona virus disease/COVID-19) adalah sebuah nama
baru yang diberikan oleh Wolrd Health Organization (WHO) bagi pasien dengan
infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan,
Cina pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman
pandemi baru. Diagnosis ditegakkan dengan risiko perjalanan dari Wuhan atau
negara terjangkit dalam kurun waktu 14 hari disertai gejala infeksi saluran napas
atas atau bawah, disertai bukti laboratorium pemeriksaan real time polymerase
chain reaction (RTPCR) COVID-19.% Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

(Kemenkes RI) mengklasifikasikan menjadi orang dalam pemantauan (ODP),

33 Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, Heidy Agustin, Penyakit
Virus Corona 2019, Jurnal Respirologi Indonesia, 2020, Vol. 40, No.2, him. 119
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pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) dan pasien
terkonfirmasi bila didapatkan hasil RT- PCR COVID-19 positif dengan gejala
apapun.’* Penyebaran penyakit diketahui melalui droplet dan kontak dengan
droplet. Pencegahan utama sekaligus tata laksana adalah isolasi kasus untuk

pengendalian penyebaran.

Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi Corona Virus atau
COVID-19, namun saat ini pemerintah telah melakukan vaksinasi kepada
masyarakat untuk virus ini dan pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi
pasien dan tingkat keparahannya. WHO dan mitranya bekerja sama dalam
menanggapi - melacak pandemi, memberi nasihat tentang intervensi Kkritis,
mendistribusikan pasokan medis penting kepada mereka yang membutuhkan -
mereka berlomba untuk mengembangkan dan menyebarkan vaksin yang aman dan
efektif. Vaksin bekerja dengan melatih dan mempersiapkan pertahanan alami tubuh
sistem kekebalan untuk mengenali dan melawan virus dan bakteri yang mereka
targetkan. Jika nanti tubuh terpapar kuman penyebab penyakit tersebut, maka tubuh
segera siap memusnahkannya, mencegah timbulnya penyakit. WHO bekerja sama
dengan ilmuwan, bisnis, dan organisasi kesehatan global melalui Akselerator ACT
untuk mempercepat respons pandemi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan
vaksin virus corona yang diproduksi enam lembaga berbeda untuk program
vaksinasi di Indonesia. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin

Untuk Pelaksanan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan

34 Ibid.
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tersebut ditekan Menkes Terawan Agus Putranto. Adapun, keenam jenis vaksin

yang ditetapkan tersebut diproduksi oleh:

1. PT Bio Farma (Persero)

2. Astra Zeneca

3. China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)
4. Moderna

5. Pfizer Inc and BioNTech

6. Sinovac Biotech Ltd

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dimulai, presiden Joko widodo menjadi
orang pertama yang di vaksin menggunakan vaksin Sinovac. Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) serta Emergency Use Authorization (EUA) telah
memberikan izin atas penggunaan vaksin Sinovac. Masih ada masyarakat yang

merasa ragu tentang keamanan serta halal atau tidaknya vaksin Sinovac.

Upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta, lembaga keagamaan, tokoh
agama, aparat penegak hukum, media sosial dan media elektronik untuk bersinergis
saling bantu membantu, bahu membahu, saling mengingatkan satu sama lain,

bekerja keras melawan COVID-19.%

2.5.2 Upaya pencegahan COVID-19

Pemerintah sebagai unsur pelayanan publik memberikan pelayanan untuk

kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam

33 Ibid. Hlm. 506
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rangka penanggulangan virus Corona antara lain dengan membentuk regulasi,
menambah ruang layanan masyarakat, menyiapkan sarana penampungan korban
virus corona, menggalang dana untuk kepentingan bantuan sosial kepada
masyarakat yang terdampak virus corona, memberikan bantuan alat-alat kesehatan
yang merupakan alat pelindung diri (APD), baju astronaut, masker bagi tenaga
medis yang berstandar kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh para medis sebagai
garda terdepan membantu para masyarakat korban virus COVID-19, cairan
desinfektan, menaati peraturan dan himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah

untuk tetap tinggal di rumah saja.>

Beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat umum untuk mencegah penularan

virus ini adalah:?’

1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan
sistem imunitas / kekebalan tubuh meningkat.

2. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun
atau hand-rub berbasis alkohol.

3. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika anda terlalu dekat,

anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-

19.
4. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah).
5. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika

Anda sakit atau saat sedang keluar rumah.

36 Syafrida, Ralang Hartati, Bersama Melawan Virus COVID 19 Di Indonesia, Jurnal Sosial dan
Budaya Syar’i, 2020, Vol.7, No.6, Him. 504

37 Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging, Web Resmi Kemenkes RI. Diakses
dari https://infeksiemerging.kemkes.go.id
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10.

Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan
benar, lalu cucilah tangan Anda.

Tetap dirumah, hindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat
umum.

Hindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat. Segera hubungi
petugas kesehatan terdekat, dan mintalah bantuan mereka.

Menunda perjalanan ke wilayah/ negara dimana virus ini ditemukan.

Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan
akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas

Kesehatan setempat.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi.’® Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

berperilaku manusia yang dianggap pantas.*’

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian normatif empiris.

1. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan
hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-
asas hukum, konsespsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum,

peraturan dan sistem hukum.*°

38 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

3% Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, hlm. 18.

40 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
him. 135.
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2. Pendekatan Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang

ada di lapangan, berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai
pemberlakuan hukum mengenai pemberlakan ketentuan hukum normatif
(kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.*!

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan
sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara

langsung di lapangan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber. Data

yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan menggunakan

panduan wawancara. Adapun informan penelitian ini adalah

a. Bapak Andrian Daria, S.E. selaku PIt. Kasubbag Tata Laksana
Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

b. Ibu Septiara selaku Kasubbid Pembinaan Disiplin Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis,

1 Ibid., hlm.134
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konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti, yang terdiri antara lain:

a.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil
Amandemen Keempat

Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri

Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442
H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Pembatasan
Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi COVID-19
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10) Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021
tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau
Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam

Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum
primer, yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya dari Buku-buku
mengenai hukum administrasi negara,hukum administrasi daerah, Skripsi-

skripsi atau Karya ilmiah, Makalah, dan Jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier
Sumber bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Internet, surat kabar, majalah dan sebagainya.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur

pengumpulan data yakni sebagai berikut.

1.

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan
menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan
serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas.
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2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara (interview). Pengumpulan
data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu
daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang

pada saat penelitian berlangsung.

3.3.2 Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1.

Identifikasi data yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya
dan relevansi dengan tujuan penelitian.

Klasifikasi  data  yaitu  mengklasifikasikan, = menggolongkan  dan
mengelompokan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan
mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

Sistematisasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara
mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok

bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3.4 Analisis Data

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan teori-

teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan

teori tersebut. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Dengan kata lain tipe penelitian deskriptif bertujuan melakukan

representasi objektif mengenai gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian.
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik

Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a.

Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode 6 Mei sampai dengan 17
Mei 2021 bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19.
Pegawai ASN diharapkan agar menjadi contoh bagi keluarga serta
masyarakat sekitar.

Pembatasan hak cuti selama periode yang dimaksud memiliki
pengecualian,yakni untuk cuti melahirkan, cuti sakit keras, atau
meninggal dunia.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar, akan diberikan
hukuman disiplin oleh keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di
instansi tempat ASN tersebut bekerja. Sanksi yang diberikan mulai dari
sanksi ringan hingga sanksi sedang. Sanksi ini akan menjadi catatan

dalam pengembangan karier Pegawai ASN yang bersangkutan.
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2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar
Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam
Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung adalah
diberikannya edukasi kepada instansi-instansi pemerintah mengenai bahaya
COVID-19, upaya pencegahan, serta pentingnya mengikuti program
vaksinasi kepada pegawai ASN melalui media video edukasi dan surat
himbauan.. Selain itu, sanksi yang tegas bagi Pegawai ASN seejalan dengan
nihilnya kasus Pegawai ASN di Provinsi Lampung yang melakukan
pelanggaran. Hal tersebut diharapkan dengan tidak terjadinya peningkatan

angka kasus COVID-19 pada periode terkait di Provinsi Lampung.

5.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya secara berkala melakukan pemberlakuan Pelaksanaan
Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara pada libur nasional lainnya guna mencegah terjadinya lonjakkan kasus
COVID-19.

2. Pemerintah hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi langsung mengenai
pentingnya upaya penekkanan laju pertumbuhan COVID-19 kepada para
pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat menjadi pelopor, penggagas dan

penggerak bagi masyarakat umum dimana pun dia berada.
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